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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tanah dan bangunan bukan sekadar tempat tinggal lagi, tapi sudah jadi 

kebutuhan pokok sekaligus instrumen investasi jangka panjang yang terbilang stabil 

dan menguntungkan. Tingginya minat masyarakat ini terekam jelas dalam rilis 

Badan Pusat Statistik (BPS), di mana harga properti perumahan secara nasional 

tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 4,59 persen pada Maret 2025 

dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan sektor properti ini juga beriringan 

dengan target pemerintah melalui RPJMN 2025-2029, yang fokus mengejar agar 

74 persen rumah tangga di Indonesia bisa memiliki akses ke hunian yang layak, 

terjangkau, dan berkelanjutan pada tahun 2029 nanti. Permintaan hunian pun terus 

meningkat tajam akibat derasnya laju urbanisasi, terutama di wilayah penyangga 

ibu kota seperti Kabupaten Tangerang, Bekasi, dan Bogor. 

Kepemilikan atas suatu properti pastinya tidak hanya memberikan hak 

penuh kepada pemilik, tetapi juga menuntut kewajiban hukum yang berkelanjutan. 

Salah satu kewajiban utama yang langsung menempel pada status kepemilikan 

tersebut adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sesuai dengan aturan di UU 

Nomor 12 Tahun 1994, PBB pada dasarnya bersifat kebendaan, jadi total tagihan 

pajak yang harus dilunasi murni dihitung dari keadaan fisik tanah serta 

bangunannya, tanpa memandang kondisi ekonomi pemiliknya. Karena sifatnya 

yang melekat pada objek, kewajiban membayar pajak ini secara otomatis menjadi 

tanggung jawab pihak yang memegang hak atas properti tersebut.    

Dalam praktiknya, saat terjadi peralihan hak atas properti melalui transaksi 

jual beli, subjek pajak PBB seharusnya ikut beralih kepada pemilik yang baru. 

Namun, sistem birokrasi perpajakan tidak berjalan secara otomatis. Mutasi subjek 

pajak adalah proses administratif yang memerlukan pemutakhiran data secara 

berkala. Terdapat pemisahan wewenang di mana pencatatan hak tanah diurus oleh 

instansi yang berbeda. Urusan legalitas hak tanah ditangani langsung oleh Badan 

Pertanahan Nasional (BPN), sementara untuk pendataan pajaknya masuk ke ranah 

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Meskipun sertifikat tanah telah resmi dibalik 
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nama di BPN, kewajiban PBB akan tetap tercatat atas nama pemilik lama apabila 

proses Balik Nama (BN) PBB di Bapenda tidak segera diajukan.    

Dengan celah administratif tersebut, PT Asjaya Mukti Graha, sebagai 

perusahaan pengembang perumahan (developer) di Kabupaten Tangerang, 

mengambil langkah proaktif. Perusahaan tidak hanya berfokus pada pembangunan 

dan pemasaran unit, tetapi juga menjadikan pendampingan administrasi 

kepemilikan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan dalam memastikan 

keabsahan data konsumen. Proses pendampingan ini mencakup pengurusan 

legalitas di BPN hingga Balik Nama (BN) PBB di Bapenda. Walaupun PT Asjaya 

Mukti Graha menawarkan beragam tipe rumah yang memiliki standar Nilai Jual 

Objek Pajak (NJOP) serupa, urusan pemberesan administrasi pajaknya yang akurat 

dan tuntas tetap menjadi prioritas utama untuk menjaga kepastian data dan 

kepercayaan konsumen.    

Berdasarkan pengamatan sewaktu penulis menjalani masa Praktik Kerja 

Lapangan (PKL) pada divisi Risk Management Data Admin PT Asjaya Mukti 

Graha, pelaksanaan proses BN PBB di lapangan memiliki tantangan birokrasi yang 

rumit. Proses ini membutuhkan kelengkapan dokumen yang sangat terperinci sesuai 

dengan regulasi instansi terkait. Hal ini sering kali menjadi kendala tersendiri, 

terutama karena banyak konsumen yang belum memahami urgensi BN PBB. 

Sehingga perusahaan harus mengambil inisiatif lebih untuk memastikan proses 

mutasi pajak tersebut berjalan hingga tuntas.     

Di samping kendala tersebut, proses penyelesaian BN PBB juga memakan 

rentang waktu sejak berkas dikumpulkan hingga diterbitkannya Surat 

Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) baru. Durasi ini sangat bergantung pada 

kecepatan verifikasi di internal perusahaan, kedisiplinan konsumen, serta 

panjangnya antrean pelayanan di Bapenda Kabupaten Tangerang.  Apabila tidak 

dipantau, sering terjadi penerbitan SPPT yang masih mencantumkan identitas 

pemilik lama, sehingga berpotensi menimbulkan tunggakan pajak yang tidak 

diketahui oleh pemilik sah di masa mendatang.    

Mempertimbangkan rumitnya alur birokrasi BN PBB dan pentingnya 

kepastian data perpajakan bagi konsumen pasca peralihan hak, penulis merasa perlu 

untuk menelaah lebih dalam mengenai prosedur, hambatan, serta implikasi 
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administratif dari proses tersebut. Berangkat dari latar belakang tersebut, penulis 

memutuskan untuk mengangkat topik Tugas Akhir dengan judul: "Prosedur Balik 

Nama PBB Pasca Peralihan Hak Properti di PT Asjaya Mukti Graha".  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Mengacu pada penjelasan latar belakang sebelumnya, permasalahan pokok 

yang akan diuraikan dalam tugas akhir ini mencakup beberapa hal berikut: 

1. Bagaimana prosedur Balik Nama Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pasca 

peralihan hak properti pada PT Asjaya Mukti Graha?    

2. Apa saja dokumen yang diwajibkan saat memproses Balik Nama Pajak 

Bumi dan Bangunan (PBB) pasca peralihan hak properti pada PT Asjaya 

Mukti Graha?   

3. Apa saja kendala yang muncul di lapangan sewaktu menjalankan prosedur 

Balik Nama Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pasca peralihan hak properti 

pada PT Asjaya Mukti Graha?    

 

1.3 Tujuan Penulisan 

Selaras dengan rumusan masalah di atas, maka penyusunan laporan tugas 

akhir ini memiliki beberapa tujuan, yaitu:  

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan prosedur Balik Nama Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB) pasca peralihan hak properti pada PT Asjaya Mukti Graha.  

2. Untuk mengidentifikasi dan merincikan dokumen apa saja yang 

dipersyaratkan dalam pengurusan Balik Nama Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB) pasca peralihan hak properti pada PT Asjaya Mukti Graha.   

3. Untuk mengidentifikasi dan menguraikan kendala-kendala yang dihadapi 

dalam pelaksanaan prosedur Balik Nama Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

pasca peralihan hak properti pada PT Asjaya Mukti Graha.   

 

1.4 Manfaat Penulisan 

Penulis berharap penyelesaian laporan tugas akhir ini bisa memberikan 

dampak positif serta kegunaan nyata bagi beberapa pihak, di antaranya: 
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a. Bagi penulis, laporan ini menjadi wadah untuk menambah cakrawala 

pengetahuan sekaligus mengasah pengalaman dalam dunia praktik 

administrasi pertanahan, serta sebagai ajang penerapan berbagai ilmu yang 

telah diperoleh sepanjang masa perkuliahan.  

b. Bagi perusahaan, laporan ini diharapkan mampu menjadi acuan maupun 

dokumentasi prosedural yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi 

dan perbaikan dalam pelaksanaan proses BN PBB di masa yang akan 

datang.  

c. Bagi Institusi Pendidikan, diharapkan mampu memperkaya kumpulan 

literatur di perpustakaan kampus, sehingga nantinya bisa dipakai sebagai 

bahan bacaan, panduan belajar, atau pedoman riset bagi mahasiswa lainnya.  

d. Bagi ilmu pengetahuan, tugas akhir ini diharapkan mampu memberikan 

sumbangsih yang berarti melalui pembuktian penerapan konsep, 

penyelesaian permasalahan yang nyata terjadi di tengah masyarakat, serta 

turut berkontribusi dalam memperkaya literatur terapan yang ada.  

 

1.5 Metode Pengumpulan Data  

Agar data yang dikumpulkan lebih tepat sasaran dan menyeluruh, penulis 

menerapkan beberapa teknik pencarian informasi berikut dalam menyusun tugas 

akhir ini:  

a. Observasi  

Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan secara langsung selama 

masa Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Divisi Risk Management Data 

Admin PT Asjaya Mukti Graha. Observasi ini bertujuan untuk meninjau 

tahapan pelaksanaan prosedur balik nama Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

di lapangan, sekaligus mengidentifikasi tantangan birokrasi dan kendala 

administratif yang terjadi pasca peralihan hak properti. Adapun lembar hasil 

observasi ini dapat dilihat secara lengkap pada Lampiran 2. 

b. Wawancara  

Metode ini dilaksanakan melalui proses tanya jawab langsung dengan pihak 

berwenang yang menangani proses mutasi Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB) di PT Asjaya Mukti Graha. Wawancara bertujuan untuk menggali 
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informasi mendalam mengenai alur penyelesaian dokumen serta 

mengklarifikasi temuan yang didapat selama proses observasi. Daftar 

pertanyaan beserta transkrip hasil wawancara ini telah disajikan pada 

Lampiran 1 dan 4. 

c. Studi Dokumentasi   

Pengumpulan data pendukung dilakukan dengan menghimpun, menelaah, 

dan mempelajari berbagai arsip atau dokumen resmi perusahaan yang 

berkaitan dengan objek penelitian. Data dari studi dokumentasi ini 

digunakan untuk memvalidasi kesesuaian antara prosedur teoritis dengan 

kelengkapan syarat administratif di lapangan.   
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, pelaksanaan prosedur mutasi 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di PT Asjaya Mukti Graha dapat dipaparkan 

sebagai berikut: 

a. Prosedur BN PBB di PT Asjaya Mukti Graha dilaksanakan melalui tahapan 

yang meliputi: pengumpulan dokumen persyaratan oleh konsumen, 

verifikasi kelengkapan berkas oleh Divisi Data Admin, pengajuan 

permohonan mutasi ke UPT Bapenda Kabupaten Tangerang, proses 

verifikasi oleh Bapenda, hingga penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak 

Terutang (SPPT) baru atas nama konsumen. Durasi penyelesaian tahapan 

tersebut dipengaruhi oleh proses yang bergantung pada instansi eksternal, 

yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Bapenda. 

b. Seluruh dokumen yang disyaratkan oleh Bapenda dipenuhi oleh PT Asjaya 

Mukti Graha, dengan dua penyesuaian pada data spasial (titik koordinat) 

dan validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 

c. Kendala yang teridentifikasi dalam pelaksanaan prosedur berasal dari pihak 

eksternal, yaitu BPN, Bapenda, dan pemerintah desa/kelurahan, serta dari 

faktor konsumen berupa tunggakan pembayaran PBB dan rendahnya literasi 

mengenai kewajiban perpajakan daerah. 

 

5.2 Saran 

Mengacu pada prosedur yang berjalan dan temuan kendala di lapangan, 

berikut adalah beberapa saran yang dapat diterapkan oleh PT Asjaya Mukti Graha 

untuk mempercepat dan memperlancar alur mutasi PBB: 

a. Perusahaan dapat memanfaatkan platform spreadsheet kolaboratif (seperti 

Google Sheets) yang dibagikan aksesnya dengan pihak Notaris/PPAT 

rekanan untuk memantau pembaruan status berkas secara real-time. 
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b. Perusahaan dapat mengoptimalkan penggunaan WhatsApp Blast atau 

Broadcast dengan memanfaatkan database konsumen yang sudah ada 

untuk mengirimkan pesan pengingat jatuh tempo PBB. Cara ini jauh lebih 

efisien secara biaya dan tenaga dibandingkan harus membangun sistem 

baru, namun tetap efektif untuk menekan potensi tunggakan sejak awal. 

c. Perusahaan menjalin nota kesepahaman (MoU) dengan pemerintah desa 

setempat untuk penerbitan SKD secara kolektif (batch), guna mencegah 

keterlambatan dan kesalahan registrasi ganda pada periode mendatang. 

d. Perusahaan mengajukan audiensi resmi dengan Bapenda Kabupaten 

Tangerang untuk membahas skema pengajuan khusus bagi pengembang 

bervolume tinggi, misalnya penyediaan jalur atau loket terpisah untuk 

pengajuan kolektif developer, mengingat kondisi pembatasan kuota 

berulang dan berdampak sistemik.  

e. Perusahaan mengevaluasi ulang kebijakan prioritas berdasarkan tahun 

akad kredit dan menjadwalkan proses kolektif bertahap untuk seluruh 

backlog konsumen lama, agar penyelesaian mutasi tidak semata-mata 

bergantung pada permintaan (by request) dari konsumen. Perusahaan turut 

mengembangkan kanal edukasi konsumen mengenai pentingnya 

kelanjutan proses BN PBB pasca akad kredit.  

f. Perusahaan melakukan audit berkala terhadap SPPT pasca-penerbitan 

untuk memastikan kesesuaian nama pemilik, sehingga potensi kesalahan 

sistem di Bapenda dapat dideteksi dan dikoreksi sejak dini. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1 Pedoman Wawancara  

PEDOMAN WAWANCARA 

Prosedur Balik Nama PBB Pasca Peralihan Hak Properti 

di PT Asjaya Mukti Graha 

A. IDENTITAS INFORMAN 

Nama narasumber  : Nur Aini 

Jabatan   : Staff Divisi Risk Management Data Admin 

Lama bekerja di perusahaaan : 4 tahun 

B. PERTANYAAN WAWANCARA 

No. Pertanyaan 

Pembuka & Profil Narasumber 

1 Boleh diceritakan, sudah berapa lama Anda bekerja di PT Asjaya Mukti Graha dan di 

divisi apa saja? 

2 Dalam pekerjaan sehari-hari, sejauh mana keterlibatan Anda dalam proses Balik Nama 

PBB? 

Prosedur BN PBB 

3 Secara garis besar, bagaimana alur proses BN PBB yang berjalan di PT Asjaya dari awal 

sampai SPPT baru terbit? Bisa diceritakan secara garis besar? 

4 Apakah ada SOP tertulis internal perusahaan yang mengatur proses BN PBB ini, atau 

lebih bersifat kebiasaan yang sudah berjalan? 

5 Berapa rata-rata waktu yang dibutuhkan dari berkas masuk ke Bapenda hingga SPPT 

baru diterima? 

6 Setelah SPPT baru terbit, bagaimana proses penyerahannya ke konsumen — apakah 

perusahaan yang menyerahkan langsung atau konsumen mengambil sendiri? 

7 Apakah ada tahapan verifikasi internal di perusahaan sebelum berkas diserahkan ke 

Bapenda? Siapa yang bertanggung jawab melakukan pengecekan tersebut? 

Dokumen Persyaratan 

8 Dari semua dokumen yang dipersyaratkan Bapenda, dokumen mana yang paling sering 

tidak lengkap atau bermasalah saat dikumpulkan dari konsumen? 

9 Bagaimana perusahaan memastikan kelengkapan dokumen dari konsumen sebelum 

berkas diajukan ke Bapenda, apakah ada checklist atau sistem tracking tertentu? 

10 Apakah pernah ada kasus dokumen yang sudah diserahkan ke Bapenda ternyata 

dikembalikan karena tidak memenuhi syarat? Biasanya karena apa? 

Kendala dan Hambatan 
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11 Apa kendala terbesar yang paling sering ditemui dalam proses BN PBB ini? 

12 Bagaimana kondisi kesadaran konsumen terhadap pentingnya BN PBB? 

13 Pernahkah ada kasus di mana SPPT tetap terbit atas nama PT (bukan nama konsumen) 

padahal prosesnya sudah berjalan? Apa penyebabnya dan bagaimana penyelesaiannya? 

14 Terkait kebijakan perusahaan tentang prioritas BN PBB 2 tahun terakhir, siapa yang 

menetapkan dan apa pertimbangannya? Apakah pernah jadi masalah untuk konsumen 

yang sudah lebih dari 2 tahun? 

15 Terkait pembatasan 5 berkas per hari dari UPT, ini kebijakan resmi tertulis atau sekadar 

kebijakan di lapangan saja? 

16 Dari semua kendala yang ada, mana yang menurut Anda paling menghambat dan paling 

sulit diatasi? 

Evaluasi dan Masukan 

17 Menurut Bapak/Ibu/Kak, apakah prosedur yang berjalan saat ini sudah cukup efektif? 

Ada bagian mana yang dirasa masih bisa diperbaiki atau disederhanakan? 

18 Adakah hal lain terkait proses BN PBB di PT Asjaya yang menurut Anda penting untuk 

diketahui namun belum sempat dibahas? 
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Lampiran 2 Lembar Observasi  

LEMBAR OBSERVASI 

Prosedur Balik Nama PBB Pasca Peralihan Hak Properti 

di PT Asjaya Mukti Graha 

No. Aspek yang Diamati Ya Tidak Keterangan 

A. Prosedur Balik Nama PBB 

1 
BN PBB dilakukan setelah proses 

balik nama sertifikat tanah selesai. 
V  

Sertifikat menjadi syarat mutlak yang 

harus selesai balik nama terlebih 

dahulu sebelum PBB dapat diproses. 

2 

Terdapat SOP tertulis internal 

perusahaan yang mengatur proses 

BN PBB. 

V  
Bersifat kewajiban administratif yang 

harus dipenuhi. 

3 

Pengajuan berkas BN PBB 

dilakukan langsung ke kantor 

UPT/Bapenda. 

V  

Dilakukan setelah seluruh dokumen 

persyaratan, termasuk SKD, 

dinyatakan lengkap. 

4 

Terdapat tanda terima dari 

Bapenda sebagai bukti pengajuan 

berkas. 

V  

Diberikan langsung kepada 

kurir/penerima kuasa yang mengantar 

berkas, digunakan untuk follow up 

melalui nomor berkas. 

5 

Proses BN PBB berlangsung 

sekitar 4-5 bulan hingga SPPT 

baru terbit. 

V  

SPPT atas nama konsumen baru 

diterbitkan Bapenda pada tahun 

berikutnya setelah berkas diajukan. 

6 

Konsumen diinformasikan 

mengenai status BN PBB melalui 

WhatsApp. 

V  
Disampaikan menjelang akhir atau 

awal tahun, setelah SPPT baru terbit. 

B. Kelengkapan Dokumen Persyaratan 

7 

SKD (Surat Keterangan Desa) 

dengan nomor registrasi menjadi 

salah satu syarat wajib. 

V   

Diterbitkan oleh Kepala 

Desa/Sekretaris Desa dan menjadi 

salah satu dokumen kunci pengajuan. 
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8 

Bukti pembayaran PBB tahun 

berjalan menjadi syarat pengajuan 

berkas. 

V   

Menjadi syarat wajib, pernah terjadi 

kasus berkas dikembalikan karena PBB 

belum dibayarkan konsumen. 

9 

Surat Pemutakhiran Spasial 

Penentuan 4 Titik dilampirkan 

bersamaan dengan dokumen lain. 

V  

Pengajuannya digabungkan bersama 

dokumen lain, tidak diajukan berdiri 

sendiri. 

10 
Dokumen BPHTB dilampirkan 

dalam berkas pengajuan BN PBB. 
 V 

Tidak termasuk dalam checklist 

pemberkasan karena pihak Bapenda 

dapat melakukan pengecekan BPHTB 

secara mandiri. 

11 

Terdapat checklist/tracking 

dokumen sebelum berkas 

diserahkan ke Bapenda. 

V  

Pengecekan kelengkapan dilakukan 

langsung oleh staf pelaksana sebelum 

berkas diserahkan. 

C. Kendala dan Hambatan 

12 

Konsumen pada umumnya sudah 

memahami dan menyadari bahwa 

PBB miliknya perlu dibalik nama 

mengikuti sertifikat. 

 V 

Banyak konsumen belum menyadari 

kewajiban ini sehingga sering kaget 

saat diinformasikan dan memerlukan 

edukasi tambahan dari perusahaan. 

13 

Keterlambatan proses balik nama 

sertifikat menjadi kendala utama 

pelaksanaan BN PBB. 

V  

BN PBB sudah lengkap namun harus 

menunggu proses balik nama sertifikat 

di BPN selesai terlebih dahulu. 

14 

Penerbitan SKD oleh Kepala Desa 

membutuhkan waktu sekitar 1-2 

minggu. 

V  

Menjadi penghambat karena 

bergantung pada kecepatan pelayanan 

pihak desa yang tidak dapat dikontrol 

perusahaan. 

15 

Tunggakan pembayaran PBB oleh 

konsumen menghambat 

pengajuan berkas. 

V  

Konsumen kerap hanya berjanji 

membayar tanpa realisasi, menjadi 

kendala yang dinilai paling sulit diatasi. 

16 

Terdapat pembatasan jumlah 

berkas yang diterima UPT 

(maksimal 5 berkas per hari). 

V  

Merupakan kebijakan dari petugas 

lapangan, bukan aturan resmi UPT. 

berkas yang melebihi kuota 

dikembalikan dan diajukan ulang 

keesokan harinya. 
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D. Kebijakan Perusahaan 

17 

Terdapat kebijakan prioritas BN 

PBB bagi konsumen dengan akad 

tahun 2023 ke atas. 

V  

Ditetapkan oleh perusahaan/atasan 

sebagai kebijakan prioritas pemrosesan 

BN PBB. 

18 

Konsumen dengan akad sebelum 

tahun 2023 tetap dapat diproses 

atas permintaan konsumen sendiri. 

V  

Tetap diproses apabila konsumen 

bersangkutan (akad 2021-2022) 

mengajukan permintaan. 
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Lampiran 3 Dokumentasi  

DOKUMENTASI WAWANCARA 

 

Dokumentasi Wawancara Dengan Staff Divisi Risk Management Data Admin 

 

Dokumentasi Wawancara Dengan Staff Divisi Risk Management Data Admin 
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Lampiran 4 Transkrip Wawancara 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Prosedur Balik Nama PBB Pasca Peralihan Hak Properti 

di PT Asjaya Mukti Graha 

A. IDENTITAS INFORMAN 

Nama narasumber  : Nur Aini 

Jabatan   : Staff Divisi Risk Management Data Admin 

Lama bekerja di perusahaaan : 4 tahun 

Tanggal Wawancara  : 22 Juni 2026 

B. TRANSKRIP WAWANCARA 

Penulis Boleh diceritakan sudah berapa lama Kak Ai kerja di PT Asjaya Mukti Graha? 

Narasumber Kalau untuk berapa lama, dari tahun 2022 akhir, bulan Oktober. Jadi sudah kurang 

lebih empat tahun. 

Penulis Seberapa besar keterlibatan Kakak dalam proses balik nama PBB ini? Sebagai 

pelaksana, pengawas, atau keduanya? 

Narasumber Keduanya.  

Penulis Boleh diceritain secara garis besar alur proses Balik Nama (BN) PBB ini? 

Narasumber Oke, kalau untuk BN PBB itu dilakukan setelah proses balik nama sertifikatnya. 

Jadi, PBB ini salah satu syarat pentingnya adalah sertifikatnya tersebut harus sudah 

balik nama ke nama konsumennya dulu, baru kita balik nama PBB-nya. Kemudian, 

setelah dipastikan sertifikatnya sudah balik nama, kita melengkapi dokumen-

dokumen kelengkapan untuk balik nama PBB.  

Dan yang nggak kalah penting itu adalah SKD atau Surat Keterangan Desa. PBB 

itu kan menyangkut dengan lembaga setempat ya, atau RT/RW, jadi pihak 

kelurahan atau desa harus tahu bahwa ada PBB yang akan dilakukan balik nama. 

SKD itu ada nomor registrasinya, jadi kita nggak sembarangan untuk bikin SKD 

itu. 

Setelah SKD diterbitkan oleh Kepala Desa atau Sekretaris Desa, selanjutnya 

tinggal melengkapi dokumennya saja seperti isi formulir, fotokopi sertifikat yang 

sudah balik nama, dan bukti PBB itu sendiri yang harus sudah terbayarkan di tahun 

berjalan. Jika semua kelengkapannya sudah lengkap, dokumen dibawa ke kantor 



54 
 

 
 

UPT atau ke kantor Bapenda untuk dilakukan permohonan balik nama. Nantinya 

akan ada tanda terima yang diberikan oleh Bapenda untuk kita bisa mem-follow up 

setiap harinya melalui nomor berkas tersebut. 

Penulis Apakah ada SOP tertulis internal perusahaan yang mengatur proses Balik Nama 

(BN) PBB ini, atau lebih bersifat kebiasaan yang sudah berjalan saja? 

Narasumber Ada SOP tertulisnya juga. Itu bukan sekadar kebiasaan sih, lebih ke kewajiban 

yang harus dipenuhi untuk BN PBB tersebut. 

Penulis Kalau rata-rata waktu yang dibutuhkan dari berkas masuk ke Bapenda sampai 

SPPT baru diterima itu kira-kira berapa lama, Kak? 

Narasumber Untuk proses balik nama PBB itu kurang lebih 4 sampai 5 bulan. Kemudian 

nantinya pihak Bapenda akan menerbitkan SPPT baru di tahun berikutnya. Jadi, 

kalau misalnya masuk berkasnya di bulan Februari tahun 2026, artinya SPPT atas 

nama konsumen baru akan diterbitkan di tahun berikutnya, yaitu 2027. Bukan 

berarti di tahun 2026 ini langsung berubah namanya. 

Penulis Terkait tanda terima tadi Kak, berarti info ke kitanya itu via WA atau bagaimana? 

Narasumber Untuk tanda terima itu nantinya diberikan langsung oleh Bapenda ke kurir atau 

penerima kuasa yang mengantar berkas tersebut. 

Penulis Oke. Kalau untuk menginfokan ke konsumennya bagaimana, Kak? 

Narasumber Kalau untuk menginfokan ke konsumennya, nanti setiap di akhir tahun atau di awal 

tahun akan diinformasikan melalui WhatsApp. 

Penulis Kalau yang bertanggung jawab melakukan pengecekan sebelum berkas diserahkan 

ke Bapenda, berarti Kakak sendiri? 

Narasumber Iya, betul. Saya sendiri. 

Penulis Berarti tadi ada checklist atau tracking-nya ya, Kak?  

Narasumber Iya betul, ada checklist-nya.  

Penulis Terus dari semua dokumen yang dipersyaratkan nih Kak, dokumen mana yang 

paling sering nggak lengkap atau bermasalah? 

Narasumber Biasanya bukan bermasalah ya, lebih ke agak tricky, yaitu di SKD. Kepala Desa 

kemungkinan baru bisa mengeluarkan SKD tersebut setelah satu sampai dua 
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minggu. Hal itu yang sering kali menjadi penghambat atau membuat prosesnya 

menjadi lama. 

Penulis Pernah ada kasus dokumen yang sudah diserahkan ke Bapenda ternyata 

dikembalikan karena tidak memenuhi syarat, Kak? 

Narasumber Pernah. Waktu itu karena PBB-nya belum dibayarkan dan terlewat dari 

pengecekan saya. Jadi ternyata PBB-nya belum dibayarkan oleh konsumen 

tersebut. Kemudian, pernah ada juga kejadian di mana nomor registrasi SKD-nya 

double dengan nomor berkas yang lain, jadi harus dicek dan dilengkapi kembali. 

Penulis Di dalam dokumen itu apakah ada berkas BPHTB juga, Kak? 

Narasumber Kalau untuk BPHTB tidak ada di dalam checklist-nya. 

Penulis Kalau Surat Pemutakhiran Spasial Penentuan 4 Titik?  

Narasumber Iya, itu ada.  

Penulis Surat Pemutakhiran Spasial Penentuan 4 Titik itu apakah berdiri sendiri atau 

disekaliguskan dengan dokumen lain, Kak? 

Narasumber Itu disekaliguskan dengan dokumen lainnya. 

Penulis Oke, berikutnya saya mau tanya terkait kendala dan hambatan ya, Kak. Menurut 

Kakak, kendala terbesar yang paling sering ditemui dalam proses BN PBB ini apa, 

selain dari masalah tunggakan PBB? 

Narasumber Kendala terbesarnya adalah menunggu sertifikatnya selesai diproses balik nama. 

Jadi berkas balik nama buat PBB ini sudah kita lengkapi, tapi tinggal menunggu 

sertifikatnya yang ternyata belum selesai dibalik nama di BPN. Hal ini membuat 

prosesnya melewati estimasi waktu yang diperkirakan. 

Penulis Menurut Kakak, bagaimana kondisi kesadaran konsumen terhadap pentingnya BN 

PBB ini? 

Narasumber Kadang ada konsumen yang memang paham, jadi dia sendiri yang bertanya seperti, 

"Mbak, PBB saya udah atas nama saya belum ya?". Biasanya kita akan dengan 

mudah menjelaskan bahwa saat ini masih diproses di tahap balik nama sertifikat 

dulu, baru setelah itu PBB-nya. Tapi banyak juga konsumen yang bukan tidak 

sadar, melainkan kurang paham bahwa PBB itu sebenarnya harus dibalik nama ke 

nama mereka juga.  
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Biasanya kita menginformasikannya setelah sertifikat diproses. Saat kita infokan 

sertifikat sudah selesai dan PBB akan mulai diproses balik nama, mereka biasanya 

agak kaget dan merespons, "Oh ternyata PBB juga perlu dibalik nama ya Mbak". 

Nah, itu sudah menjadi tugas kita untuk mengedukasi konsumen tersebut.  

Penulis Baik, Kak. Pertanyaan selanjutnya, terkait kebijakan perusahaan tentang prioritas 

BN PBB 2 tahun terakhir, siapa yang menetapkan dan apa pertimbangannya? 

Apakah pernah jadi masalah untuk konsumen yang sudah lebih dari 2 tahun? 

Narasumber Peraturan dari perusahaan atau atasan adalah mengutamakan balik nama PBB 

untuk konsumen yang mulai akad dari tahun 2023. Namun, ada juga konsumen 

yang akad di tahun 2021 dan 2022 yang memang sudah paham, jadi itu tetap kami 

proses atas request konsumen saja. Jadi tidak semuanya yang akad tahun 2022 

kami proses. Sedangkan untuk konsumen yang akad tahun 2023 sampai sekarang 

di tahun 2026, itu semuanya kami proses balik nama PBB-nya. Meskipun 

sebenarnya PBB tidak dibalik nama pun tidak apa-apa juga. 

Penulis Terkait pembatasan 5 berkas per hari dari UPT, ini kebijakan resmi tertulis atau 

sekadar kebijakan di lapangan saja, Kak? Pernah ada negosiasi atau solusi? 

Soalnya berkas perusahaan pasti banyak banget yang harus diproses. 

Narasumber Itu lebih ke kebijakan petugasnya sendiri di lapangan. Sebenarnya peraturan UPT 

tidak membatasi. Cuma karena menurut mereka mungkin terlalu banyak dalam 

seharinya, jadi mereka membatasi maksimal 5 berkas per hari. Waktu itu kita 

pernah bawa 10 berkas, tapi hanya diterima 5 atau kadang 7 berkas. Sisanya 

dikembalikan dan diarahkan untuk dimasukkan besok harinya. 

Penulis Berarti setiap hari kita harus bolak-balik ke sana, Kak? 

Narasumber Iya betul, karena berkas sisanya tidak diterima di hari itu. 

Penulis Misalkan proses BN PBB sudah selesai, pernah nggak Kak menemui kasus di 

mana SPPT yang sudah di-download ternyata masih atas nama PT dan bukan nama 

konsumen? 

Narasumber Oh iya, itu sering banget. Seharusnya di tahun tersebut sudah balik nama, tapi saat 

kita cek masih atas nama PT. Kita perlu konfirmasi ke Bapenda dengan 

melampirkan tanda terima sebagai bukti bahwa kita sudah pernah mengajukan dan 

sudah ada info selesai diproses. Biasanya mereka akan melakukan pengecekan 

ulang dan pembetulan, yang prosesnya memakan waktu kurang lebih 1 bulan. 
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Penulis Selain kendala tadi, ada tidak gangguan lain seperti persyaratannya yang tiba-tiba 

berubah mendadak? 

Narasumber Pernah. Tiba-tiba persyaratannya berubah dadakan dan dibilang kurang lampiran. 

Padahal sebelumnya tidak ada info. Saat kita sudah menyerahkan 5 sampai 10 

berkas, ternyata dibalikan semua karena ada kelengkapan yang dinilai kurang.  

Penulis Kalau terkait BPHTB tadi, pernah ada kasus berkas dikembalikan karena kita tidak 

melampirkannya? 

Narasumber Sebenarnya untuk checklist BPHTB dari awal memang kita tidak pernah 

melampirkan, tapi tidak dipermasalahkan karena mereka bisa mengecek sendiri. 

Penulis Dari semua kendala tadi, menurut Kakak mana yang paling berdampak dan sulit 

diatasi? 

Narasumber Yang sulit diatasi itu masalah tunggakan PBB. Kadang ada konsumen yang cuma 

janji-janji akan bayar di tanggal jatuh tempo, tapi setelah kita jelaskan dan kasih 

peringatan, ternyata tetap tidak dibayar. Itu jadi kendala terbesar. Kita bingung 

karena berkas mau dimajukan tapi PBB belum dibayar, sementara kalau ditagih 

konsumennya hanya janji saja. 

Penulis Menurut Kakak prosedur yang saat ini berjalan sudah cukup efektif, atau dirasa 

masih perlu diperbaiki? 

Narasumber Untuk ke Bapenda-nya sebenarnya sudah cukup. Namun untuk penagihan ke 

konsumen, saran dari saya perusahaan harus ada orang yang mendatangi rumah 

konsumen secara langsung terkait tunggakan PBB-nya. Kalau hanya lewat WA, 

konsumen bisa saja tidak merespons atau tidak mengangkat telepon. Jika kita 

datang langsung, konsumen bisa merespons dan lebih sadar untuk segera 

membayar.  
 

Penulis Terkait proses BN PBB ini, menurut Kakak ada yang perlu dibahas lagi nggak 

selain yang sudah dijelaskan tadi? 

Narasumber Paling soal SKD dari Kepala Desa. Kita kadang bingung kenapa prosesnya bisa 

memakan waktu lama sampai 2 mingguan. Kami tidak pernah tahu alur internal 

mereka seperti apa. Yang kami tahu hanya pengajuan, lalu tinggal menunggu hasil 

dan dikabari lewat WA kalau berkasnya sudah bisa diambil besoknya. 
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Lampiran 5 Surat Izin Penggunaan Data 
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Lampiran 6 Lembar Persetujuan Tugas Akhir 
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Lampiran 7 Lembar Konsultasi Bimbingan Tugas Akhir 

  

 



61 
 

 
 

Lampiran 8 Hasil Uji Turnitin 

 
 

 

 

 


